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ABSTRAK

Penerapan Anallisis Jabatan di dinas tenaga Kerja Kota Prabumulih ini bertujuan untuk menganalisis Jabatan di dinas tenaga Kerja Kota Prabumulih. Adapun identifikasi permasalahan adalah belum terpenuhinya kualifikasi dalam penempatan pegawai dan rendahnya tingkat produktivitas PNS. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pertama, rendahnya tingkat produktivitas PNS yang akhirnya berdampak pada rendahnya kinerja organisasi/SKPD, hal ini merupakan akibat analisis jabatan yang belum dilaksanakan secara optimal selain itu juga laporan hasil anjab masih penyetaraan serta juga sekarang lebih sulit karena harus di input melalui e-formasi. Ketiga, Hasil akhir anjab adalah untuk pelaksanaan tugas pokok fungsi pegawai sesuai dengan tempatnya, keberadaan pegawai, salah satu langkah mendasar yang harus dilakukan oleh setiap organisasi, untuk mendapatkan sumber daya manusia yang tepat jumlah dan tepat kualitas adalah analisis jabatan.
 Kata kunci : Penerapan, Analisis, Jabatan
ABSTRACT

Utilizing Job Analysis for Prabumulih City Manpower Service" aims to assess positions within the Prabumulih City Manpower Office. The main issue identified is the presence of unmet qualifications in employee placements and the subpar productivity of civil servants. Qualitative data analysis techniques were employed for data analysis, while observation, interviews, and documentation were utilized for data collection. The study's findings indicate several key points: Firstly, the suboptimal execution of job analysis has led to low civil servant productivity, subsequently resulting in diminished organizational/ SKPD performance. This is compounded by the uniformity of Anjab results and the added challenge of inputting them through the e-formation system. Thirdly, the ultimate goal of Anjab is to align employees' primary job functions with their respective roles and responsibilities. This fundamental organizational process, job analysis, is critical for obtaining the correct quantity and quality of human resourcesTop of Form
Kata kunci : Implementation, Analysis, Position 
PENDAHULUAN

Peran sumber daya manusia dalam mencapai kesuksesan perusahaan semakin terasa penting, dan banyak perusahaan menyadari bahwa faktor manusia dapat memberikan keunggulan kompetitif. Sumber daya manusia merujuk pada individu yang memiliki potensi untuk berkontribusi dengan tindakan positif. Pengelolaan sumber daya manusia melibatkan berbagai fungsi manajerial seperti perencanaan, organisasi, pengarahan, dan pengawasan, serta fungsi-fungsi operasional seperti perekrutan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja.


Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan upaya yang diambil oleh Pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pemerintahan. Tujuannya adalah menciptakan aparatur yang memiliki moralitas dan profesionalisme yang tinggi. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa aparatur yang kompeten memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah. Namun, dalam prakteknya, penempatan pegawai belum selalu sesuai dengan harapan dan kualifikasi yang diperlukan.

Top of Form


Dalam konteks ini, penempatan pegawai memiliki peran penting dalam menerapkan prinsip "The Right Man on The Right Place and The Right Job." Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa produktivitas dan kinerja Pegawai Negeri Sipil masih rendah hingga saat ini, yang berdampak negatif pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Salah satu faktor penghambat yang disebutkan oleh Hasibuan adalah kurangnya optimalisasi dalam pelaksanaan analisis jabatan, termasuk job description dan job specification. 


Fenomena yang terjadi di lapangan juga mencerminkan bahwa pegawai belum efektif dalam menjalankan tugas mereka karena penempatan pegawai belum dilakukan dengan baik, seperti yang dijelaskan dalam Jurnal MSDA Volume 9, Nomor 2.


Organisasi yang menjalankan berbagai kegiatan manajemen tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan ini dapat terwujud melalui penerapan manajemen sebagai suatu ilmu dan seni yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Dalam konteks ilmu, manajemen adalah kumpulan pengetahuan yang digunakan dan terorganisir.


Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap beberapa permasalahan yang ada maka dapat identifikasi masalah penelitian, sebagai berikut: 
a.
Belum terpenuhinya kualifikasi dalam penempatan Pegawai 
b.
Rendahnya tingkat produktivitas PNS yang akhirnya berdampak pada rendahnya kinerja organisasi/SKPD.


Hal ini merupakan akibat analisis jabatan yang merupakan bagian dari praktek-praktek manajemen sumber daya aparatur yang belum dilaksanakan secara optimal.

TINJAUAN PUSTAKA 


Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2016: 21), definisi fungsi manajemen sumber daya manusia dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Perencanaan (perencanaan): Tahap perencanaan merupakan saat di mana tujuan dan pedoman pelaksanaan ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai opsi yang ada, dengan tujuan memilih opsi terbaik. Dalam konteks manajemen sumber daya manusia, perencanaan mencakup aspek seperti perencanaan rekrutmen tenaga kerja yang diperlukan oleh perusahaan. Tujuannya adalah untuk menganalisis posisi yang perlu diisi dan menentukan jumlah karyawan yang dibutuhkan.

b) Pengorganisasian (pengorganisasian): Pengorganisasian merujuk pada proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini melibatkan penempatan karyawan sesuai dengan keahlian mereka dan penyediaan sarana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas mereka. 
c) Penggerakan (pelaksanaan): Pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling sentral dalam serangkaian proses manajemen. Sedangkan perencanaan dan pengorganisasian lebih berkaitan dengan aspek-aspek manajemen yang bersifat konseptual, fungsi penggerakan fokus pada interaksi langsung dengan anggota organisasi. Penggerakan adalah proses memberikan motivasi kepada bawahan sehingga mereka bekerja dengan semangat penuh guna mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efisien dan hemat.Top of Form
d)
Pengawasan (controlling) : Pengawasan adalah proses mengatur berbagai faktor dalam perusahaan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pemantauan kegiatan-kegiatan dengan tujuan menentukan sejauh mana tujuan-tujuan akan tercapai dan mengatasi penyimpangan yang terjadi. Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa rencana yang telah ditetapkan dapat diwujudkan.

e)
Motivasi (motivating): Motivasi adalah faktor psikologis yang memengaruhi tingkat komitmen individu. Ini mencakup segala sesuatu yang mendorong, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku individu menuju tujuan tertentu. Motivasi juga mencakup memberikan dorongan agar individu bekerja dengan semangat, efektif, dan berkontribusi maksimal untuk mencapai kinerja yang optimal.

f) Penilaian (assessment): Penilaian atau pengelolaan merupakan langkah-langkah yang menyatu dengan kerangka kerja pelaporan secara menyeluruh, pembuatan norma-norma perilaku, mengukur pencapaian berdasarkan standar kualitas yang diinginkan dalam konteks tujuan, melaksanakan tindakan perbaikan, dan memberikan pengakuan. Penilaian membantu organisasi dalam mengukur tingkat kesuksesannya.Top of Form
METODE PENELITIAN
       Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif karena tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Analisis Jabatan di Dinas Tenaga Kerja Kota Prabumulih. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu data kualitatif, yang berisi deskripsi seperti gejala yang dikategorikan, foto, dokumen, artefak, dan catatan lapangan yang diperoleh selama penelitian berlangsung, serta data kuantitatif, yang berupa angka statistik atau kode yang dapat diukur. Data kuantitatif ini terdiri dari variabel-variabel yang diukur dengan menggunakan skala tertentu, seperti skala nominal, ordinal, interval, dan ratio.
HASIL PENELITIAN  

Dalam rencana penerapan anjab, Disnaker wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan pegawai negeri sipil berdasarkan pedoman yang tercantum pada peraturan walikota Prabumulih No. 21 Tahun 2021 yaitu dengan beberapa tahapan seperti:persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, verifikasi/pengelaahan hasil olahan data, penyempurnaan data, dan penetapan hasil. Rencana kerja yang harus dilakukan ialah persiapan berkas, pengumpulan data dan lain-lain, yang nanti nya hasil dari anjab tersebut dapat berupa informasi pegawai bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja yang nantinya dipergunakan untuk pembinaan, penataan dan evaluasi jabatan.


Dalam rangka mengatur posisi di lembaga pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan Peraturan Menteri PANRB No. 1 Tahun 2020 tentang Panduan Analisis Jabatan dan Evaluasi Beban Kerja. Ini tidak hanya sesuai dengan persyaratan UU No. 5/2014 mengenai Aparatur Sipil Negara, tetapi juga menetapkan kewajiban bagi setiap entitas pemerintah untuk menyusun penilaian jabatan dan evaluasi beban kerja. Tujuan dari langkah ini adalah untuk merinci jumlah dan jenis posisi yang diperlukan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pembentukan Tim Pelaksana Analisis Jabatan , secara khusus memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan analisis abatan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Prabumulih. 


Berdasarkan ketentuan yang ada mengenai penyusunan Analisis Jabatan (Anjab), telah diintegrasikan ke dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2020. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyusunan Anjab di lembaga pemerintah. Dalam proses penyusunan Anjab, terdapat serangkaian langkah yang harus diikuti dengan cermat.

Salah satu tahapan yang penting adalah pembentukan Tim Pelaksana Analisis Jabatan, yang memiliki tugas khusus untuk menjalankan kegiatan analisis jabatan di Dinas Tenaga Kerja Kota Prabumulih.

Alur Peta Jabatan


 Berdasarkan ilustrasi yang terdapat pada Gambar 5.1, hal ini disebabkan oleh kebutuhan untuk menentukan tugas-tugas atau pekerjaan yang harus dijalankan oleh setiap pemegang jabatan dengan cara yang lebih terperinci. Hal ini penting agar pemegang jabatan dapat memahami secara jelas apa yang diharapkan dari pekerjaannya. Selain itu, uraian tugas ini juga menjadi landasan bagi tim analis untuk mengumpulkan informasi tentang jabatan tersebut, misalnya untuk menentukan jenis pendidikan dan pelatihan yang sesuai yang harus disesuaikan dengan tugas-tugas yang harus dijalankan.


Menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 12 Tahun 2011, uraian tugas adalah deskripsi lengkap dari semua tugas yang harus dilakukan oleh pemegang jabatan dalam mengolah bahan kerja menjadi hasil kerja dalam situasi tertentu. Deskripsi ini harus disusun dengan singkat dan jelas, sebagaimana cara merumuskan ringkasan dari jabatan tersebut.Top of Form

Mekanisme anjab dengan pengumpulan data informasi jabatan oleh pegawai jabatan pelaksana, pengolahan data dilakukan Ka. Unit Kerja , verifikasi data dan penyusunan draft anjab dilakukan oleh anggota tim pelaksana anjab, laporan hasil anjab Kepegawaian dan Umum Dinas Tenaga Kerja Kota Prabumulih, pengesahan rancanagan anjab dilakukan oleh sekretaris dan pengesahan hasil anjab disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Prabumulih.

Mekanisme penerapan anjab dengan pengumpulan data informasi jabatan oleh pegawai jabatan pelaksana, pengolahan data dilakukan Ka.

       Dalam hal hasil yang dihasilkan dari kegiatan analisis jabatan, tidak terdapat perbedaan antara ketiga peraturan terkait analisis jabatan. Secara umum, hasil dari analisis jabatan mencakup informasi mengenai jabatan yang mencakup hal-hal berikut:

a. Peta Jabatan: Peta jabatan adalah representasi struktur jabatan yang disusun baik secara vertikal maupun horizontal, mencakup struktur kewenangan, tugas, tanggung jawab, dan persyaratan jabatan. Peta jabatan menggambarkan posisi setiap jabatan dalam unit kerja secara komprehensif.

b.
Uraian Pekerjaan/Jabatan: Ini merupakan deskripsi tentang informasi dan karakteristik jabatan, seperti nama jabatan, kode jabatan, lokasi jabatan, ringkasan tugas, deskripsi tugas, hasil kerja yang diharapkan, material yang digunakan, peralatan yang diperlukan, tanggung jawab, wewenang, hubungan antar jabatan, kondisi lingkungan kerja, dan persyaratan jabatan. Uraian jabatan juga mencakup rincian tugas, hasil kerja yang diharapkan, material yang digunakan, peralatan yang diperlukan, tanggung jawab, wewenang, hubungan antar jabatan, kondisi lingkungan kerja, upaya fisik, risiko potensial, serta persyaratan yang diperlukan untuk jabatan tersebut.


Kehadiran analisis jabatan memberikan sejumlah manfaat, termasuk menentukan jumlah, kualitas, dan distribusi pegawai dalam suatu organisasi sesuai dengan beban kerjanya. Ini berdampak pada penempatan pegawai yang sesuai, pengembangan karier berdasarkan kompetensi, serta sistem kompensasi yang adil dan sesuai. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Disnaker Kota Prabumulih, hal ini akan meningkatkan kinerja sumber daya manusia dalam administrasi publik.Top of Form

Sebenarnya pegawai sudah termotivasi untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan penerapan anjab di Dinas Tenaga Kerja Kota Prabumulih, namun terlihat masih ada pegawai yang lamban untuk menyelesaikan pekerjaan, tertundanya pekerjaan yang diselesaikan, kualitas pekerjaan yang dihasilkan kurang maksimal.

       Berdasarkan pendapat tersebut, motivasi dalam meningkatkan kinerja pegawai melalui anjab terhambat oleh dari pedoman persiapan anjab yang masih penyetaraan sehingga ketika melihat laporan anjab didasarkan pada kualifikasi dan jabatan yang tidak sesusai dengan tingkat pendidikan, hal ini juga menjadi penyebab laporan hasil anjab yang masih belum selesai akibat dari kebijakan laporan anjab yang masih penyetaraan menyebabkan motivasi pegawai dalam menyiapkan dokumen-dokumen anjab masih lambat sehingga menjadi kendala terhambatnya penempatan pegawai sesuai dengan pekerjaannya.


Kualifikasi untuk sebuah jabatan melibatkan beberapa faktor, seperti tingkat pangkat/golongan ruang, tingkat pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, pengetahuan, keterampilan, bakat, temperamen, minat, upaya fisik, kondisi fisik, dan fungsi pekerjaan. Di bawah ini akan dijelaskan bagaimana cara merinci syarat-syarat jabatan dengan tepat dan sesuai, termasuk informasi mengenai pangkat dan golongan ruang minimal yang diperlukan serta persyaratan pendidikan minimal yang harus dipenuhi untuk menduduki suatu jabatan.

Untuk menentukan pangkat dan golongan ruang minimal yang dibutuhkan untuk suatu jabatan, Anda perlu mempertimbangkan persyaratan spesifik yang berlaku. Hal ini berarti mengacu pada peraturan dan kebijakan yang berlaku di organisasi atau instansi yang bersangkutan. Kemudian, mengenai persyaratan pendidikan, informasinya harus mencakup tingkat pendidikan formal paling rendah yang harus dimiliki oleh calon pelamar agar memenuhi syarat untuk jabatan tersebut.

KESIMPULAN
Untuk menjawab pertanyaan penelitian pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini antara lain:

1.
Rendahnya tingkat produktivitas PNS yang akhirnya berdampak pada rendahnya kinerja organisasi/SKPD, hal ini diduga merupakan akibat analisa jabatan (baik job description maupun job spesification) yang menjadi bagian dari praktek-praktek manajemen sumber daya aparatur yang belum dilaksanakan secara optimal yang belum dilaksanakan secara optimal, selain itu juga laporan hasil anjab masih penyetaraan dan juga sekarang lebih sulit karena harus di input melalui e-formasi.

2.
Dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas kerja pegawai di Dinas Tenaga Kerja Kota Prabumulih adanya kendala dalam proses penyelesaian laporan, hal ini terlihat masih ada pegawai yang lamban untuk menyelesaikan pekerjaan, tertundanya pekerjaan yang diselesaikan, kualitas pekerjaan yang dihasilkan kurang maksimal dan belum terpenuhinya kualifikasi dalam penempatan pegawai. Hal ini di dasarkan pada kualifikasi dan jabatan yang tidak sesuai dengan tingkat pendidikan.

3.
Tujuan utama dari analisis jabatan adalah untuk memastikan bahwa pegawai menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan peran dan lokasi mereka dalam organisasi. Hal ini merupakan langkah kunci yang harus dilakukan oleh setiap organisasi dalam usahanya untuk mengamankan jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang sesuai. Mengabaikan analisis jabatan akan berdampak buruk pada organisasi, menyebabkan kerugian tidak hanya dalam hal anggaran yang tidak efisien, tetapi juga dalam kualitas layanan yang diberikan.
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